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ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang
khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka
penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam
melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukumnya. Dengan berlakunya Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pernerintah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas
Dan Tujuan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang, Sekretariat Ppns, Hak Dan Kewajiban,
Pengangkatan, Mutasi Dan Pemberhentian, Pendidikan Dan Pelatihan, Pelantikan Dan
Sumpah/Janji, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Tugas-Tugas Operasional Ppns, Biaya
Paksaan Penegakan Hukum, Kode Etik Ppns, Tata Kerja, Penegakan Kode Etik Ppns, Pengaduan,
Sanksi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pakaian Dan Atribut, Pembiayaan, Peran Serta
Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 10
November 2014



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipi sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat | Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas Tahun 1985 Seri D Nomor 5) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



